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Abstract

Every business actor in Indonesia must be in atstu of fair and fair business competition, smat

to cause a concentration of economic power on icetiasiness actors, by still obeying various
existing laws and regulations in force in the Stdtendonesia. In addition, in principle in the ness
world, efforts to obtain the maximum profit is aasenable behavior, as long as it does not cause
monopolistic practices and unfair business cormipatitif that happens in Indonesia, of course it wil
also be detrimental to the Indonesian people irg#ras consumers
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Abstrak

Setiap pelaku usaha di Indonesia harus berada dataasi persaingan usaha yang sehat dan wajar,
sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekektanomi pada pelaku usaha-usaha tertentu,
dengan tetap mematuhi berbagai peraturan perundaaigan yang ada dan berlaku di Negara
Indonesia. Selain itu, pada prinsipnya dalam dum&nis, upaya untuk memperoleh keuntungan
(profit) yang sebesar-besarnya itu merupakan perilaku yesgr, sepanjang perilaku itu tidak
menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usatmagytidak sehat. Jika hal tersebut sampai
berlaku di Indonesia tentunya juga akan banyak giksn masyarakat Indonesia pada umumnya
sebagai konsumen

Kata kunci : Persaingan bisnis, pelaku usaha, sepeda motor

PENDAHULUAN

Perkembangan dan pembangunan bidang ekonomi mehemug diorientasikan kepada
terwujudnya kesejahteraan rakyat. Untuk itu semyauslemokrasi dalam bidang ekonomi memberi
kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha beRgartisipasi aktif di dalam proses produksi
dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklinaysang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.

Setiap pelaku usaha di Indonesia harus berada dalaasi persaingan usaha yang sehat dan
wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemudetnatan ekonomi pada pelaku usaha-usaha
tertentu atau pada merek tertentu saja, denggnreenatuhi berbagai peraturan perundang-undangan
yang ada dan berlaku di negara Indonesia. Selaipaida prinsipnya dalam dunia bisnis, upaya untuk
memperoleh keuntungaprffit) yang sebesar-besarnya itu merupakan perilaku warey,

selama perilaku itu tidak menimbulkan praktik moologlan persaingan usaha yang tidak
sehat. Jika hal tersebut sampai berlaku di Indartesitunya juga akan banyak merugikan masyarakat
Indonesia pada umumnya sebagai konsumen.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undangagnia. 5 tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sedgér(jutnya disebut dengan UU No. 5 tahun
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1999), dengan latar belakang atau filosofi yuratitara lain untuk : pembangunan di bidang ekonomi

harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahterdgatrerdasarkan pancasila dan undang-undang
dasar 1945; demokrasi dalam bidang ekonomi mengéadanya kesempatan yang sama bagi setiap
warga negara untuk berpartisipasi di dalam prosedufisi dan pemasaran barang dan atau jasa,
dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisiehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar; sertapsetang yang berusaha di Indonesia harus berada
dalam situasi

persaingan usaha sehat dan wajar, sehingga tidaknmelkan adanya pemusatan kekuatan
ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidEpéer dari kesepakatan yang telah dilaksanakan
oleh negara republik Indonesia terhadap perjamenanjian internasional.

Hal tersebut di atas tidak sejalan seperti isu yangah terjadi di masyarakat saat ini, dalam
kesempatan ini penulis mengutip dari artikel bepig@la media online viva yang berjudul “honda-
yamaha diduga kartel” pada rabu, 20 july 2016 1@&&8dengan isi berita sebagai berikut :

Dua pabrikan sepeda motor di Indonesia, yakni Pmaye Indonesia motor manufacturing
(YIMM) dan PT astra honda motor (AHM) diduga melk#tio praktik kartel dan monopoli di pasar
penjualan sepeda motor, khususnya untuk jenis isknggk (skutik) 110-125 cc.

Dugaan itu terungkap dalam sidang pendahuluanitedemgan laporan dugaan pelanggaran
kartel dan monopoli di komisi pengawas persaingaaha (kppu), kemarin.

Dalam persidangan itu, investigatior kppu fransaada menyebut yamaha dan honda diduga
melakukan pelanggaran pasal 5 ayat (1) UU No 5ntdi299 tentang larangan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat dalam indusri motanukitnya, dua pabrik-an itu bersepakat
menetapkan harga skutik 110-125hcc yang dipasatikegluruh wilayah Indonesia.

“YIMM dan AHM selalu menguasai kurang lebih 97% paa pasar sepeda motor skuter matik.
Di 2013, market share honda mencapai 69,96% daalya8,38%,” kata frans dalam persidangan.

Selain itu, frans menjelaskan, sejak 2013-2014sigea direktur YIMM pada saat itu, yoichiro
kojima, mengirimkan beberapa e-mail (surat elekkjokepada jajaran direksi AHM. E-mail itu
berisikan kesepakatan penyesuaian harga skutikakealorikan itu.

Seusai persidangan, ketua kppu m syarkawi ra'uf gemakan motif dari praktik kartel,
khususnya di industri sepeda motor, ialah perusaffaag sudah menguasai pasar menetapkan harga
se-tinggi-tingginya. “yang kedua, menghambat peardabaru di industri ini,” jelasnya.

Syarkawi menambahkan, pihaknya butuh 5-6 bulankumtenyelesaikan persidangan itu untuk
sampai pada putusan akhir. Jika keduanya terbeksiatah, sanksi yang diberikan paling tidak ialah
administrasi denda persaingan yang mencapai Rp2& mi

Apabila seperti yang di tuduhkan kartel atau pepest harga motor matik yang dilakukan oleh
dealer “honda” dan juga dealer “yamaha” yang mealkan konsumen di Indonesia mau tidak mau
membeli dua merek tersebut di atas. Perbedaan herggbut dapat dilihat antara penjualan motor
matik honda “scopy” dengan yamaha “mio fino” yangnyia selisih cuma sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Globalisasi ekonomi menyebabkan setiap negara hammbuka pasar dalam negerinya agar
produk barang dan atau jasa dari luar negeri dapauk dan bersaing dengan barang dan atau jasa
dalam negeri. Oleh karena itu, apabila tidak disgigkaleh kesiapan pelaku usaha dalam negeri untuk
bersaing maka keadaan ini dapat saja mengancamakesiingan kegiatan usaha dari pelaku usaha
dalam negeri yang nantinya akan mempengaruhi pbrahan ekonomi nasional. Lemahnya daya
saing dalam negeri tersebut antara lain disebableinterjadinya praktek monopoli dan persaingan

Yhttp://www.medialndonesia.com/news/read/57119/heyataaha-diduga-kartel/2016-07-#akses jumat,
tanggal 4 november 2016 pukul 20.00
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usaha tidak sehat pelaku usaha. Maka dengan adzlobalisasi di bidang ekonomi tersebut
pemerintah juga harus selalu berupaya untuk matigidpara pelaku usaha dari tindakan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersddmgan mengeluarkan peraturan perundang-
undangan seperti UU No. 5 tahun 1999 serta sikig tinembeda-bedakan antara pelaku usaha dalam
negeri dengan pelaku usaha yang berasal dari dg@rinatau pelaku usaha asing.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalalagaiberikut :

1. Apakah persaingan bisnis yang dilakukan oleh pafakp usaha sepeda motor bertentangan
dengan UU No. 5 tahun 1999 ?

2. Bagaimana dampak dari persaingan bisnis yang sdhét bagi konsumen menurut UU No. 8
tahun 1999 Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalajuridis normatif yaitu "suatu proses untuk menemukan suatu

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dokdoktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi®

PEMBAHASAN
Persaingan Bisnis dan Persaingan Usaha

Persaingan bisnis merupakan suatu tindakan dimataps pelaku usaha berlomba
menawarkan berbagai macam keunggulan dan atgmfaduk yang dipasarkannya dengan tujuan
untuk memperoleh keuntungan.

Sedangkan Persaingan Usaha adalah dimana dalamhadepj persaingan tersebut,
manajemen pelaku usaha harus cerdik dalam ptekan ikatan tertentu antara produk yang
ditawarkannya dengan konsumen. Pelaku usaha ulitunintuk dapat menentukan strategi
pemasaran yang tepat agar dapat bertahan niEmenangi persaingan, sehingga tujuan dari
pelaku usaha tersebut dapat tercapai.

Dengan kata lain Persaingan bisnis akan menimbuParaingan usaha, Persaingan sendiri
berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yarinya persaingan itu sendiri atau kegiatan
bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaindalala ketika organisasi atau perorangan berlomba
untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti karesy, pangsa pasar,peringkat survei, atau sumber
daya yang dibutuhkah.

Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam UU Ndbnt 1999 tentang larangan praktek
Monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara umuwersamgan bisnis adalah perseteruan atau
rivalitas antara pelaku bisnis yang secara indepengerusaha mendapatkan konsumen dengan
menawarkan harga yang baik dengan kualitas batangasa yang baik pufa.

Didalam persaingan usaha Lemahnya daya saing dageri tersebut antara lain disebabkan
oleh terjadinya praktek monopoli dan persaingamasiglak sehat pelaku usaha. Maka dengan adanya
globalisasi di bidang ekonomi tersebut pemerintaja jharus selalu berupaya untuk melindungi para
pelaku usaha dari tindakan praktek monopoli darsgiegan usaha tidak sehat tersebut dengan
mengeluarkan peraturan perundang-undangan sep&rtiNO. 5 Tahun 1999 serta sikap tidak
membeda-bedakan antara pelaku usaha dalam negeyardeelaku usaha yang berasal dari luar
negeri atau pelaku usaha asing.

UU No.5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingadsaha Tidak Sehat

Latar belakang atau filosofi yuridis dari dikeluankiya UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk

2 peter Mahmud Marzuki., PenelitianHukum, Kencaasaga, 2010. him 35

% Basu Swasta, Ibnu Sujojto. W, Pengantar Bisnis&odPengantar Perusahaan Modern, Yogyakarta:
Liberty Offset Yogyakarta, 2000, h. 22

* MudrajadKuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggudompetitif,Jakarta:Erlangga, 2005,
h. 86
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pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan kepadvujudnya kesejahteraan rakyat
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 4&4&;setiap orang yang berusaha di Indonesia
harus berada dalam situasi persaingan yang sehatvdgr, sehingga tidak menimbulkan adanya
pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usahattedengan tidak terlepas dari kesepakatan yang
telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesteatap perjanjian-perjanjian Internasional.

MenurutMustafa Kamal Rokan, secara umum latar belakang dari lahirnya UU N@aBun

1999 dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Landasan Yuridis: dapat dilihat dalam naskah pembnkJUD 1945 yang jelas termaktub
bahwa tujuan pembangunan nasional adalah:” melgidun segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraarumpmmencerdaskan kehidupan
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dumiag yberdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

2. Landasan Sosio-Ekonomi: lahirnya UU No. 5 Tahun9l@@alah dalam rangka untuk
menciptakan landasan ekonomi yang kuat untuk mek@p perekonomian yang efisien
dan “bebas” dari distorsi pasar.

3. Landasan Politik dan Internasional: secara hubuhigamasional, lahir dan  berlakunya
UU No. 5 Tahun 1999 merupakan konsekuensi atasfitiaginya perjanjian
Marrakesholeh DPR dengan UU No. 7 Tahun 1974, yang memngkan Indonesia
membuka diri dan tidak boleh memberikan perilaku iskmiminatif kepada para pelaku
usaha, terutama pelaku usaha dari negara asing.

Berbeda dengan pendapat tersePatnde Raja Silalahimengatakan: “filosofi dari UU No. 5
Tahun 1999 adalah suatu reformasi ekonomi mela&ligrmasi hukum, artinya reformasi ekonomi
berlandaskan hukum. Karena tidak dapat mengabdikgitu saja ekonomi seudah berjalan begitu
cepat dan tidak bisa diikuti oleh perkembangan miku

Menurut Lanny Kusumawati dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum dalam
Persaingan Usaha’, mengatakan: “disamping merupakamatan nasional, UU No. 5 Tahun 1999
juga merupakan tuntutan juga kebutuhan rambu-rayahdis dalam hubungan bisnis antar bandsa”.
Pada intinya UU No. 5 Tahun 1999 tersebut adaléahkumencegah terjadinya suatu praktik monopoli
dan persaingan usaha yang curang atau tidak sehat.

Berdasarkan hal tersebut diatas penciptaan iklimgiegan usaha yang sehat sebagai sarana
penciptaan demokrasi di bidang ekonomi itu periwgediupayakan secara terencana dan terus-
menerus, serta diikuti oleh penyusunan kebijakarsgiegan usaha serta upaya pencegahan dan
penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakuktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Maka untuk mencegah hal tersebut perlu tiitusuatu aturan hukum yang jelas yaitu UU No.
5 Tahun 1999 yang dapat mengatur berbagai mekamsmsaingan usaha dan menjamin terwujudnya
persaingan usaha yang jujur, sehat, dan adil. fpatga menurutHermasyah berpendapat bahwa:
“diakui bahwa dengan kehadiran UU No. 5 Tahun 1898ebut tidaklah semata-mata memenuhi
tuntutan dari berbagai pihak, tetapi juga yanghdbiutama adalah sebagai landasan hukumrakau
of the gamedalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehampkatif, dan kondusif bagi para
pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha yatigparsaingan dapat dicegah bahkan dapat
dikenakan sanksi yang jelas dan tebas.

Sedangkan tujuan khusus dari dibentuknya hukumajpeyan usaha atau UU No. 5 Tahun
1999 di Indonesia menurut. Budi Kagramanto dalam bukunya yang berjudul "Larangan
Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaibigaha)”’, mengatakan:

Secara yuridis tujuan dari dibentuknya undang-uggeersaingan di Indonesia telah diatur
dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

®> Mustafa Kamil RokanHukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indnesia) Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2010, h. 12-19.

® pande Raja SilalahPraktek-Praktek Usaha Yang Dilarang: Filosofi, Prinsip, Dan llustrasi Kasus
Perjanjian yang Dilarang, Kegiatan yang Dilarang, Rsisi Dominan Prosiding, 2002, h. 73.

" Lanny KusumawatiAspek Hukum Dalam Persaingan Usahalaros, Sidoarjo, 2010, h. 63.

8 HermansyahQp.Cit, h. 56.
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Menjaga kepentingan umum serta melindungi konsumen;

Menumbuhkan iklim usaha yang sehat;

Menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sagnadti@ap orang;

Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau peraaingasaha tidak sehat yang
ditibulkan oleh pelaku usaha; serta

Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiataaha dalam rangka meningkatkan
efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upeyangkatkan kesejahteraan ralyat.

PR

o

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berisi tenkatgntuan substansial tentang tindakan-
tindakan yang dilarang beserta dengan konsekuemsg yimbul dan juga ketentuan-ketentuan
prosedural tentang penegakan hukum persaingan.uBakdakan-tindakan yang dilarang oleh hukum
persaingan usaha sebenarnya bisa dibedakan mehjadkategori, yaitu tindakan antipersaingan
(anticompetitiop dan tindakan persaingan curangf@ir competition practice'

Sedangkan menurutohnny Ibrahim mengatakan adanya suatu unsur-unsur utama yang
diperlukan dalam pengaturan persaingan usaha gueaciptakan level playing field bagi
terlaksananya persaingan sehat yang telah diamdaU No. 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Melarang perjanjian yang dapat mengakibatkan teryadpraktek monopoli atau persaingan
tidak sehat.

2. Mengizinkan perjanjian penetapan harga, perjargksklusif, serta perjanjian lisensi sampai
tingkat tertentu.

3. Melarang merger dan peleburan perusahaan yang dapayebabkan terjadinya posisi
dominan terhadap suatu pasar atau dapat menjunusieiagakibatkan persaingan yang tidak
sehat.

4. Melarang perbuatan yang dapat merugikan konsunegnagok, atau penerima barang dengan
cara menyalahgunakan posisi dominan terhadap paatur.

5. Melarang para pelaku usaha untuk menghalangi pesaiengan tindakan-tindakan
diskriminatif, baik melalui harga, syarat-syaratdqagangan atau penolakan untuk melakukan
hubungan usaha dengan para pelaku usaha lain.

6. Diadakannya lembaga pengawas terhadap pelaksandamhdan pengawasan terhdaap
persaingan usaHa.

Monopoli Dalam Persaingan Bisnis

Pengertian dari monopoli menurut ketentuan Pasaigka 1 UU no. 5 tahun 1999 adalah:
“penguasaan atas produksi dan atau pemasaran lilmamgau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu
pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha’.n8kda pengertian dari praktek monopoli
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 5nTa®80 adalah: “pemusatan kekuatan ekonomi
oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatikaiasainya produksi dan atau pemasaran atas
barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbytieasaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum”.

Sedangkan pengertian pemusatan kekuatan ekononirméeetentuan Pasal 1 angka 3 UU
No. 5 Tahun 1999 adalah “penguasaan yang nyatesatas pasar bersangkutan oleh satu atau lebih
pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga bdmangtau jasa”. Pengertian dari Pelaku Usaha
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5nTa889 adalah “setiap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atkanbbadan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wildyafum Negara Republik Indonesia, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjianyetenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam
bidang ekonomi”.

° Budi Kagramantol.arangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Pesaingan Usaha) Srikandi,
Surabaya, 2008, h. 14-15.
10 Arie SiswantoQp.Cit., h. 31.
1 Johnny IbrahimHukum Persaingan Usaha (Filosofis, Teori, Dan Impkasi Penerapannya di
Indonesia), Bayumedia, Malang, 2007, h. 283-284.
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MenurutSutrisno Iwantono, hal yang mendasari dikeluarkannya UU No. 5 Tah@®9 jika
dilihat dari struktur pasar dan perilaku prakteknmomoli dimana struktur pasar terdiri dari 4 (empat)
kategori, yaitu:

1. Perfect Competitioatau pasar yang bersaing dengan sempurna, biasanya ditandai

dengan jumlah pembeli dan penjual yang cukup banyak

2. Monopolistic Competitionadalah suatu struktur pasar yang sempurna dengaiferensiasi.

3. Oligopoli, dimana hanya beberapa penjual di pasar dengandeingan menjadi
monopoli karena di dalamnya ada kolusi dalam wéadatel.

4. Monopolistic merupakan lawan dari Perfect Competition. Dikamya ada 1 (satu)

penjual tunggalgingle selley dengan ciri menjual produk dengan harga tinggigéin jumlah
yan%sedikit. Konsumen dieksploitasi dan dengancetiderungan memangsa pelaku usaha
lain.

Lebih lanjut Arie Siswanto mengatakan ada berbagai istilah yang dikenal daimgse
digunakan untuk menunjukan instrumen hukum yanggakem persaingan dan monopoli, antara lain:

1. Hukum Antimonopoli atau Undang-Undang Antimonog@lntimonopoly Law). Istilah ini
merupakan istilah yang cukup luas digunakan olejarzgenegara yang telah memiliki
ketentuan yang mengatur persaingan dan monopotlatirUndang ini berisi ketentuan
untuk menentang dan meniadakan monopoli.

2. Hukum Antitrust atau Undang-Undang Antitrust (Anigt Law). Istilah "trust” dalam
konteks ini digunakan untuk menunjukkan perusalesar yang terbentuk dan mempunyai
kekuatan monopolistik.

3. Competition Law (Hukum Persaingan). Istilah ini se&@rnya lebih menekankan pada aspek
persaingan, serta merupakan instrumen untuk metantoagaimana persaingan itu harus
dilakukan.

4. Unfair Trade Practices Law (Hukum Praktek-PraktekdBgangan Curang). Istilah ini lebih
sering muncul dalam diskursus daripada dalam paragatiktual, selain itu istilah ini lebih
menekankan pada persaingan di bidang perdagangan.

5. Fair Competition Law (Hukum Persaingan "Sehat™jildd ini memiliki pengertian yang
sama dengan Competition Law. Bedanya adalah pathisii menegaskan bahwa yang
ingin dicapai adalah terciptanya persaingan yahgtse

Dengan melihat beberapa istilah tersebut, merAniatSiswanto kesemuanya berkaitan dengan

tiga hal utama, yaitu:

1. Pencegahan atau peniadaan monopoli.
2. Menjamin terjadinya persaingan yang sehat.
3. Melarang persaingan yang tidak jufr.

Persaingan Usaha Tidak Sehat Pelaku Usaha

Adapun pengertian persaingan usaha tidak sehaadscin ketentuan Pasal 1 angka 6 UU
No. 5 Tahun 1999 menentukan: “Persaingan Usah& Bedhat adalah persaingan antar pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pearagarang dan atau jasa yang dilakukan dengan
cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghampéeaingan usaha”. Persaingan usaha sendiri
terdiri dari antara lain: Oligopoli, Penetapan HarBembagian Wilayah, Pemboikotan, Karfelst
Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutwan Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. Dengan
demikian maka berdasarkan ketentuan tersebut sli péssaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan
oleh para pelaku usaha itu sendiri baik dalam rarigigiatan: produksi barang dan atau jasa; dan
pemasaran barang dan atau jasa.

Menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tujué tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalabkumenjaga kepentingan umum dan

2 Sutrisno IwantondFilosofi yang Melatarbelakangi Dikeluarkannya UU Na 5 Tahun 1999
Prosiding, 2002, h. 5.
13 Arie SiswantoQp.Cit.,h. 24-25.
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meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagahssétu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mgatepraktek monopoli dan mengupayakan agar
terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatsaha.

Menurut Janus Sidabaloktujuan dari ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1%98ebut
bermaksud untuk menciptakan iklim berusaha yangtsdemi terciptanya tujuan pembangunan
(ekonomi) nasional, yaitu meningkatkan kesejahtera&yat'* Selain juga memiliki tujuan khusus,
dalam UU No. 5 Tahun 1999 juga memiliki asas yaaygad dilihat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 5
Tahun 1999 yang menentukan: "Pelaku usaha di Irel@ndalam menjalankan kegiatan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhat&seinkbangan antara kepentingan pelaku
usaha dan kepentingan umum”. Dari ketentuan PasdU2No. 5 Tahun 1999 menurutanus
Sidabalok, terdapat dua asas yang dianut yaitu: asas degiolean asas keseimbangan. Asas
demokrasi menghendaki bahwa segala yang berkadtagad usaha berada di tangan rakyat, baik itu
mengenai perencanaan usaha maupun kegiatan usatengBan asas keseimbangan menghendaki
agar segala perencanaan dan keputusan usaha milk&keadengan memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan individu, pelaku usaha, danrikemmn bersama (kepentingan umum). Artinya
dalam asas ini mengingat bahwa perencanaan danukapupelaku usaha akan berdampak kepada
masyarakat lainnya atau negara secara keselurdfamena itu kepentingan umum senantiasa
mendapat pertimbangan dalam setiap langka terSebut.

Pengertian dari persaingan usaha tidak sehat nmeketentuan pasal 1 angka 6 UU no. 5
tahun 1999 adalah: “persaingan usaha tidak sehafladgersaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasarandgadan atau jasa yang dilakukan dengan cara
tidak jujur atau melawan hukum atau menghambatapegan usaha’. Sejalan dengan ketentuan
tersebut di atas, menurut I. Budi kagramanto mexhgat bahwa:

Secara yuridis pengertian persaingan usaha seleditkdn dengan persaingan dalam bidang

ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana perusal@arpenjual/pelaku usaha secara bebas
berupaya untuk mendapatkan pelanggan atau konsguea mencapai tujuan usaha atau

perusahaan tertentu yang didirikannya, misalnyalkunteraih keuntungan sebesar-besarnya atau
untuk memperluas pangsa pasar ataupun bisa jugk um¢mperbesar omzet penjualan atau

produk barang dan jasa.

MenurutArie Siswanto pokok-pokok penting dalam persaingan usaha:

1. Persaingan sebenarnya merupakan kondisi idealmengjliki banyak aspek positif.

2. Meskipun demikian, persaingan hanya akan bisa raejan fungsinya dengan baik
apabila persaingan itu terjadi sedemikian rupainggl tidak terjadi persaingan secara
curang yang justru merugikan.

3. Persaingan sebenarnya merupakan variable yang dmpertau bergantung, yang bisa
berubah-ubah dan bergerak dinamis sesuain denlgam-faktor yang mempengaruhinya
termasuk kebijakan pemerintah maupun instrumeneerintafi’

Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, mak#&udi Kagramanto mengatakan
persaingan usaha yang tidak diizinkan adalah sdranmik persaingan yang tidak sehat yang ditandai
dengan 3 (tiga) alternatif kriteria atau indikatyaitu:

1. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur;
2. Persaingan usaha yang dilakukan secara melawamhskuta
3. Menghambat persaingan usaha itu sendiri atau memgdtaterjadinya persaingan di
antara para pelaku usaha.
4.
Pendekatan-Pendekatan Dalam Persaingan Usaha

14 Janus Sidabaloljukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Citra Aditya Bakti, Bandung,
2006, h. 214.

Ibid, h. 213.

16, Budi KagramantoQp.Cit, h. 65.

7 Arie SiswantoQp.Cit.,h. 18.
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MenurutL. Budi Kagramanto, mengatakan bahwa dalam pendekatan yang biasaattig
dalam persaingan usaha, yaitu terdiri dari dua matpendekatapertamaadalah pendekatan yuridis
atau hukum, yaitu dengan menggunakan pendekBtan se lllegal dalam penerapannya, dan
pendekatarRule of Reasodalam penerapannya. Pedekataduaadalah pendekatan ekonomi, yaitu
denganrelevant markefpasar terkait)market power(kekuatan pasarfarrier to entry (hambatan
terhadap pasar); damicing strategy(strategi harga)*®

Pengertian perdekatan Per se lllegal adalah seattieatan yang menyatakan setiap perjanjian
usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai illeggta perlu pembuktian lebih lanjut atas
dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatisaha tersebut. Sedangkan pengertian
pendekatan Rule of Reason adalah suatu pendekatiakn mengevaluasi akibat dari perjanjian
atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan lamalatu perjanjian atau kegiatan usaha
tersebut bersifat menghambat atau mendukung pgesairAdapun manfaat dari penggunaan
metode Per se llegal adalah kemudahan dan kejelasaalalam proses administratif, selain
memiliki kekuatan mengikat (self-enforcing) daripddrangan-larangan yang masih tergantung
pada evaluasi dari pengaruh pasar yang rumit. $&dankeuntungan dari metode Rule of
Reason adalah dapat mengetahui apakah tindakan petdku usaha memiliki implikasi
terhadap persaingan usaha yang sehat atau tidaluiaalisis ekonontt’

Hal tersebut diatas menggunakan pendekatan seuwadisyatau hukum, sedangkan untuk
pendekatan dari segi ekonomi, menruBudi Kagramanto terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu:

1. Relevan Markefpasar terkait);
Pada dasarnya pasar terkait ini erat kaitannygatepengukuran pasar, dan ini merupakan
salah satu tugas penting dalam menganalisis adangkat persaingan pada pasar yang
bersangkutan.

2. Market Power(kekuatan pasar);
Untuk mengetahui kekuatan pasar ini sangat erajatepangsa, karena pelaku usaha dalam
kekuatan pasar ini ditentukan berdasarkan padaspgragar yang dikuasainya.

3. Barrier to entry(hambatan terhadap pasar);
Hambatan masuk ke pasar bersangkutmrrier to entry bagi pelaku usaha merupakan
persoalan serius dalam rangka melakukan kegiatdranga secara lancar.

4. Pricing strategy(strategi harga);
Dalam pendekatan perilaku, harga merupakan satahtaak ukur untuk mengamati, apakah
terdapat dugaan atau indikasi pelanggaran terhdtdaNo. 5 Tahun 1999 atau tidak. Karena
UU No. 5 Tahun 1999 ini berfungsi sebagai instrunpamgawasan terhadap potensi
pelanggaran larangan penetapan harga, diskrimivaasia, jual rugi, banting harga, kartel,
oligopsoni, resale price maintenancgang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka
menentukan harga dan tingkat harga yang ada patiagasar tertenfd.

Terkait dengan masalah praktek monopoli dan pegaaiusaha tidak sehat tersebut di atas,
Johnny Ibrahim mengatakan: "Dalam mengawasi pelaksanaan suatanatwukum diperlukan
adanya lembaga yang memperoleh kewenangan darraneangan kewenangan itu diharapkan
lembaga pengawas tersebut dapat menjalankan tagafidgsi dengan sebaik-baiknya serta mampu
bertindak secara independén”.

Lebih lanjut Mustafa Kamal Rokan dalam bukunya berjudul "Hukum Persaingan Usaha
(Teori dan Prakteknya di Indonesia)” berpendapdiwaasecara umum hukum anti monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat di berbagai negaratapan perbuatan yang termasuk dapense
dalam dua hal, yaitu:

'8 Budi KagramantoQp.Cit.,h. 219.

19 Tri Anggraini,Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per Sélégal” Dalam Hukum
Persaingan Jurnal Hukum Bisnis, volume 24, No. 2, 2005,.h. 5

20 Budi KagramantoQp.Cit.,h. 250-257.

2L Johnny IbrahimQp.Cit.,h. 260.
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1. Penetapan Harga Secara Horizontal (Horizontal Hriging) adalah penetapan harga yang
dilakukan pelaku usaha yang memproduksi atau meppealuk atau jasa yang sama baik
dalam menaikkan harga, mengatur, mematok, hargebdeang-barang atau jasa. Penetapan
harga yang dilarang termasuk pula penetapan harggmom atau maksimum atau
menetapkan jumlah produksi barang atau jasa yaledp ldgproduksi.

2. Perjanjian yang bersifat Eksklusif atau MemboikahaR Ketiga (Group Boycotts or
Exclusionary Crovisions) adalah suatu pemboikotangyterjadi jika dua atau lebih pelaku
usaha dari suatu bagian atau penyalur tertentu adefkgn perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk tidak menyediakan barang atanyjadepada pelaku usaha tertefitu.

Sejalan dengan hal terseb@®yamsul Maarif berpendapat meskipun terdapat banyak
kesamaan dengan yang berlaku di Amerika Serikamndarrule of reasondalam UU No. 5 Tahun
1999 memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek dampak, adalah:
a. Menghambat persaingan
b. Merugikan kepentingan umum atau merugikan masyaraka

2. Aspek cara. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 menentuk&nvaasuatu perjanjian atau kegiatan
usaha dapat dianggap antipersaingan dan kareddaitang apabila perjanjian tersebut dibuat
atau apabila kegiatan tersebut dilakukan dengaa ti@ak jujur atau melawan hukum. Dua
aspellggtersebut, yaitu aspek dampak dan aspek @argpakan unsur persaingan usaha tidak
sehat.

Selain pendekatan secara yuridis atau hukum danoekiotersebut di atas, menurétie
Siswanto terdapat juga pendekatan represif dan prevenshd@katan secara represif tersebut
langsung menyediakategal consequencedaik itu secara pidana, perdata, dan administratif
Sedangkan pendekatan preventif dimaksudkan untukage supaya para pelaku usaha tidak terlanjur
mengambil langkah-langkah yang melanggar ketenpeasaingan usaha dan dengan demikian timbul
konsekuensi hukum yang bersifat represif. Adapundekatan preventif bisa terwujud dalam berbagai
aktivitas antara lain:

a. Konsultasi; merupakan sarana yang sering disedialen hukum persaingan usaha negara-
negara, sarana ini dimaksudkan supaya secara ktitepara pelaku usaha memperoleh
klarifikasi apakah langkah yang diambil tersebutiamggar hukum persaingan usaha atau
tidak.

b. Rekomendasi; dalam hal organ penegak hukum peesaingaha menganggap telah terjadi
pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, pabeemara memberikan kewenangan
pada organ penegak hukum persaingan itu untuk ntémhesuatu rekomendasi.

c. lzin pembebasan; yaitu pembolehan dilakukannyaakad yang sebenarnya bersifat anti
persaingan berdasarkan pertimbangan-pertimbangantie

d. Pemberitahuan; merupakan suatu sarana bagi compestithority untuk secara praktis
mengkaji ulang tindakan atau struktur yang bermiterengganggu persaingan usha.

Menurut Arie Siswanto juga terdapat suatu pengecualisxdusion dan pembebasan
(exemptiohp dalam persaingan usaha seperti terdapat dalaentken Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 5
Tahun 1999. Meskipun hukum persaingan usaha dirdiksuuntuk menjamin terciptanya kondisi
persaingan usaha yang sehat, hukum ini bukannya faatasan. Karena berbagai alasan ada pelaku
usaha dalam bidang tertentu yang dikecualikan sskali €xcludefl dari hukum persaingan usaha
serta ada tindakan-tindakan tertentu yang mungiiabdskanr(excempteddari hukum persaingan

22 Mustafa Kamal RokarQp.Cit.,h. 63-65.

2 Syamsul MaarifPerjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No5 Tahun 1999
Prosiding, 2004, h. 166-168.

%4 Arie Siswantoloc.Cit.,h. 67-68.
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usaha?®
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Negara indonesia juga memiliki undang-undang ndatl@un 1999 tentang perlindungan
konsumen (selanjutnya disebut UU no. 8 tahun 1998).no. 8 tahun 1999 memiliki tujuan yuridis
antara lain seperti: pembangunan perekonomian malgi@da era globalisasi harus dapat mendukung
tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasiét@andka barang dan/atau jasa yang memiliki
kandungan teknologi yang dapat meningkatkan ketgpdn masyarakat banyak dan sekaligus
mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasg ggeroleh dari perdagangan tanpa
mengakibatkan kerugian konsumen; bahwa semakimukanya pasar nasional sebagai akibat dari
proses globalisasi ekonomi harus tetap menjaminingkatan kesejahteraan masyarakat serta
kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan baram@tda jasa yang diperolehnya di pasar; serta
untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumelu peeningkatkan kesadaran, pengetahuan,
kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumeunkumelindungi dirinya serta menumbuh-
kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggundpj&eagertian perlindungan konsumen menurut
ketentuan pasal 1 angka 1 UU no. 8 tahun 1999 ladgdarlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk merpedindungan kepada konsumen”.

Dalam undang-undang ini, yang dimaksudkan "orangfupakan orang alami dan bukan
badan hukum. Sebab yang dapat memakai, menggudaké&tau memanfaatkan barang dan/atau jasa
untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, keluaayang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan, hanyalah orang alami atawsi@nBandingkan dengan kerajaan Belanda
yang juga memberikan pengertian pada istilah bexaankonsument Pengertian konsumen dalam
perundang-undangan Belanda menegaskan sebegai fatuurlijk persoon die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedriiflorang alami yang bertindak tidak dalam profesiuat
usahanya).

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumagaklkususnya di bidang
perindustrian dan perdagangan nasional telah meitiggna berbagai variasi barang dan/atau jasa yang
dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dardpgangan bebas yang didukung oleh kemajuan
teknologi telekomunikasi dan informatika telah memnhpas ruang gerak arus transaksi barang
dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suagara, sehingga barang dan/atau jasa yang
ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negerupun produksi dalam negeri.

Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen

Setiap orang, pada suatu waktu dalam posisi tursggaliri maupun kelompok bersama orang
lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumerk suatu produk barang atau jasa tertentu.
Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi ngkkan berbagai kelemahan, pada konsumen
sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yanmaria Oleh karena itu secara mendasar
konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yiiaignga universal juga. Mengingat lemahnya
kedudukan konsumen yang pada umumnya dibandinggagad kedudukan produsen yang relatif
lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan gerigan konsumen akan selalu terasa aktual dan
selalu penting untuk dikaji ulang.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secareriinataupun formal makin terasa
sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu peatggin dan teknologi yang merupakan motor
penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produs&s barang atau jasa yang dihasilkannya dalam
rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mendgejanencapai kedua hal tersebut, akhirnya
baik langsung atau tidak langsung, maka konsumemgkalg pada umumnya akan merasakan
dampaknya. Dengan demikian upaya-upaya untuk mekabeperlindungan yang memadai terhadap
kepentingan konsumen merupakan suatu hal yangngemtan mendesak, untuk segera dicari

5 |bid, h. 69.
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solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedamkompleksnya permasalahan yang menyangkut
perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsongerdagangan bebas yang akan datang.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terb#ddagan strata yang sangat bervariasi
menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasanadigiribusi produk barang atau jasa dengan
cara-cara yang selektif mungkin agar dapat mendapeaumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk
itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungdnimbulkan berbagai dampak, termasuk
keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersfmtif bahkan tidak terpuji yang berawal dari
itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, aat&in menyangkut kualitas, atau mutu barang,
informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan parmaaldan sebagainya.

Orientasi pemasaran global pada dasarnya dapabaieherbagai konsep, cara pandang dan
cara pendekatan mengenai banyak hal termasukgiti@enasaran. Perubahan pemasaran tersebut
membawa pengaruh pula tentang konsep perlindungasuknen secara global tentang perlindungan
konsumen secara globfl.

Pada era perdagangan bebas di mana arus barangsdadapat masuk kesemua negara
dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adatahinmgan jujur. Persaingan jujur adalah suatu
persaingan di mana konsumen dapat memiliki bartang jasa karena jaminan kualitas dengan harga
yang wajar. Oleh karena itu pola perlindungan koreu perlu diarahkan pada pola kerjasama antar
negara, antar semua pihak yang berkepentingan tagaptanya suatu model perlindungan yang
harmonis bedasarkan atas persaingan jujur.

Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen

Sampai saat ini cara universal diakui adanya hikkdomsumen yang secara universal pula
harus dilindungi, dan dihormati yaitu:

1. Hak keamanan dan keselamatan
2. Hak atas informasi

3. Hak untuk memilih

4. Hak untuk didengar

5. Hak ata lingkungan hidup

Bertolak dari hak-hak konsumen tersebut di ataslsuehktunya sekarang dipertanyakan dari
mana hak-hak tersebut diperoleh. Bagaimana hakidwaskebut dapat dinikmati, dipertahankan dan
kapan adanya jaminan perlindungan. Secara univér@alhak tersebut adalah hak yang melekat pada
setiap konsumen. Meskipun demikian kiranya masjpatdikaji lebih cermat lagi dalam hubungan
hukum yang mikro sifatnya. Bagaimana penjabaranpgtaksanaan hak-hak tersebut di dalam hukum
nasional masing-masing negara.

Aspek-aspek hukum terhadap perlindungan konsumemlathm era pasar bebas, pada
dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yaitari: sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global
Keduanya harus diawali dan sejak barang dan japeodiiksi, didistribusikan/dipasarkan dan
diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikomsplets konsumen. Bertolak pada pemikiran
tersebut diatas pada dasarnya, negara dapat dikdétahwa aspek hukum publik dan aspek hukum
perdata, mempunyai peran dan kesempatan yang sdaokamelindungan kepentingan konsumen.

Aspek hukum publik berperan dan dapat dimanfaatkaim negara, pemerintah, instansi yang
mempunyai peran dan kemenangan untuk melindungiuktoan. Kemenangan dan peran tersebut
dapat diwujudkan mulai dari:

- Politic will / Kemauan politik untuk melindungi kepentingan kemgn domestik di dalam
persaingan global dan atas persaingan tidak sefedt |

- Birokrasi dengan sadar dan senang hati mencipt&kewdisi dengan berbisnis jujur dalam
mewujudkan persaingan sehat.

- Di dalam hukum positif, yang sudah mengandung umlindungi kepentingan konsumen.

% Husni Syawali, dan Neni Sri Imaniyatiukum Perlindungan Konsumen Mandar Maju, Bandung,
2000, h. 33-34.
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- Peraturan tentang perijinan, diharapkan diikutigdenpengawasan, pembinaan dan pemberian
sanksi yang pasti dan tegas apabila terjadi petmaggmengenai syarat dan operasional dari
perusahaan produsen.

Dari aspek hukum publik, termasuk di dalamnya hukagiministrasi negara, mempunyai
sumbangan terbesar dalam rangka melindungi keggmtirkonsumen. Sumbangan terbesar pada
hukum publik di sini adalah kemampuan kewenangaokumemberi ijin sesuai kewenangan untuk
mengawasi, membina dan mencabut ijin sesuai defggantuan apabila terbukti melanggar ketentuan
Undang-Undang dan merugikan kepentingan umum /koes.

Aspek hukum perdata secara umum hanya dapat diatkafaoleh pihak untuk kepentingan-
kepentingan subyektif. Meskipun demikian menginigabungan hukum para pihak terjadi karena
berbagai alasan dan faktor kebutuhan. Fakta selahunjukan bahwa posisi calon konsumen dalam
keadaan lebih karena faktor ekonomi dan kebutuhan.

Keadaan yang demikian mendorong pada pihak profhiisgibutor dan sebagainya,
memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokumen didéergtukan secara sepihak. Hal inilah yang
menyebabkan tidak seimbangnya hubungan hukum fzak. pJntuk mengurangi ketidak seimbangan
tersebut, maka sudah waktunya apabila disiapkanyadsyarat-syarat bahkan yang harus dipenuhi
apabila ada pihak berniat menyiapkan perjanjian tiegi calon konsumennya.

Peristiwa yang merupakan perhatian atas kepentikgasumen, secara tegas telah ditetapkan
dalam putusan Sidang Umum PBB pada sidang ke-X@fy&h 9 April 1985. Revolusi PBB tentang
Perlindungan Konsumen (Resolusi 39/248) telah mesiemn enam kepentingan konsumen, yaitu
sebagai berikut.

1. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesethatekeamanannya.

2. Promosi dan perlindungan pada kepentingan ekononsumen.

3. Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga mekinkan dilakukannya pilihan

sesuai kehendak.

4. Pendidikan konsumen.

5. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif.

6. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan dibegik kesempatan kepada

mereka untuk meyatakan pendapat sejak saat presgambilan  keputusan yang berkaitan

dengan kepentingan konsumen.

Pada masa kini, kecenderungan untuk memperluaggy rliagkup Hukum Perlindungan
Konsumen telah dilakukan olefhe Economic Law and Improved Procurement Systeojedr
(ELIPS), yang mengemukakan 9 materi rumusan hulkenindungan konsumen, yakni:

1. Ketidaksetaraan dalam kekuatan tawar-menawar;

2. Kebebasan berkontrak versus keadilan dalam kontrak;

3. Persyaratan untuk memberikan informasi kepada koesuyang meliputi hukum pengumuman

yang umum dan hukum pengumuman tentang keuangan;

Peraturan tentang perilaku/tindakan penjual, yargipmti petunjuk/arahan yang salah dan

kelicikan dalam perdagangan;

Peraturan tentang mutu produk, yang meliputi gacars keamanan produk;

Akses terhadap kredit (pelaporan, kredit, nondiskrasi);

Batas-batas hak mengakhiri masa jaminan;

Peraturan tentang harga;

Pembetulan.

Gerakan perlindungan konsumen internasional judah tenemiliki wadah yang cukup
berwibawa, yang disebltternational Organization of Consumeunions (IOCU). Setiap tanggal 15
maret organisasi ini menjadikan sebagai hari Hakdtismen Sedunia.

Sebagai akibat dari gerakan konsumen yang progdesim perkembangannya, konsumen
tidak hanya sekedar mempertanyakan tentang kudlaeeng yang ditawarkan, tetapi juga tentang
bagaimana barang itu dibuat, bagaimana hak-hakukegrs, dan lain sebagainya. Dengan demikian,
gerakan konsumen, baik di dunia internasinal maugiumdonesia, pada masa mendatang akan

E
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27 bid, h. 38-41.
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menghadapi suasana yang jauh lebih kompleks. Amisitan konsumen melalui berbagai gerakan

makin lama makin deras, sehingga bagi negara peaddan pemerintahan yang belum siap benar
akan menimbulkan instabilitas ekonomi dan sosiaki&pan tersebut tidak sekedar "siap bersaing dan
berinovasi” serta memberikan "perlindungan hukumaka konsumen” secara baik dan benar dengan
suatu instrumen hukum dalam sistem hukumnya.

Bagi konsumen produk barang yang diperlukan adalauuk barang yang aman bagi
keselamatan/kesehatan tubuh atau keamanan jiva,pseta umumnya untuk kesejahteraan keluarga
atau rumah tangganya. Karena itu, yang diperluldalaq kaidah-kaidah hukum yang menjamin
syarat-syarat aman setiap produk konsumen bagiukmsismanusia, dilengkapi dengan informasi
yang benar, jujur, dan bertanggung jawab. Karema penumnya konsumen tidak mengetahui dari
bahan apa suatu produk dibuat, bagaimana prosebupé&mnnya, serta strategi pasar apa yang
dijalankan untuk mendistribusikannya. Perlindung&ansumen itu sesungguhnya berfungsi
menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusatgardsiapa mereka saling berhubungan dan
saling membutuhkan. Keadaan seimbang di antarapdhak yang saling berhubungan, akan lebih
menciptakan keserasian dan keselarasan matediik tsekedar formal dalam kehidupan manusia
Indonesia.

Dari masa pembahasan Rancangan Undang-Undangdeedisn Konsumen di DPR terlihat
seakan-akan waktu yang digunakan untuk pengesalamcaRgan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen menjadi undang-undang hanya berkisar paagengan 4 bulan saja (Desember 1998 —
30 Maret 1999). Padahal, sesungguhnya berbagaa wsaigan "memakan waktu, tenaga, dan pikiran
yang banyak” telah dijalankan berbagai pihak yamgk&itan dengan pembentukan hukum dan
perlindungan konsumen, baik dari kalangan pemdrintambaga-lembaga swadaya masyarakat,
YLKI, bersama-sama dengan perguruan tinggi-pergurtidggi, yang mersa "terpanggil” untuk
mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen B@rbagai usaha tersebut berbentuk
pembahasan ilmiah/nonilmiah, seminar-seminar, paman naskah-naskah penelitian, pengkajian,
dan naskah akademik rancangan Undang-Undang Reriad Konsumen.

Untuk hadirnya suatu Undang-Undang tentang Pentigdn Konsumen yang terdiri atas 15
bab dan 65 pasal, ternyata dibutuhkan waktu tidatarkg dari 25 tahun sejak gagasan awal tentang
undang-undang ini dikumandangkan (tahun 1975 sanmgragan tahun 2000). Tak dapat disangkal,
sebagai hasil kerja buatan masunia, terdapat qedéa yang kurang lengkap atau kurang sempurna
dari undang-undang ini (selanjutnya merupakan tugadan Perlindungan Konsumen Nasional
(BPKN)). Sekalipun demikian, ia merupakan suatu ukefsan seluruh rakyat Indonesia yang
kesemuanya adalah konsumen pemakai, pengguna alanf@manfaat barang dan/atau jasa
konsumen. Apalagi pemikiran globalisasi telah mé#ardunia. Keterbukaan pasar saat ini dan
kedudukan konsumen yang lebih lemah dibanding denpgalaku usaha, maka kebutuhan

perlindungan konsumen tersebut merupakan Sganditio sine qua non’*®

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal laahdgdU No 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen yang menegaskan "segala yma@ menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukepada konsumen itu antara lain
adalah dengan meningkatkan harkat dan martabatkwrs serta membuka akses informasi tentang
barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembrargjkap pelaku usaha yang jujur dan
bertanggung jawab.

Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen mmyga dapat dibagi dalam tiga bagian
utama, yaitu:

a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukeanbalan/atau jasa
kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (pasal 3 byru

2 Adrian SutediTanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsmen, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2008, h. 2-8.
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b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang meomsar-unsur kepastian ~ hukum,
keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkannformasi itu (pasal 3 huruf d);

c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai peydipgrlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawaba] 3 huruf €J°

Dari apa yang dikemukakan di atas, dapat ditarétiskesimpulan bahwa sangat penting
untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hafydapat mendatangkan kerugian bagi mereka.
Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggegmiliki suatu "kedudukan” yang tidak
seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbanganenyangkut bidang pendidikan dan
posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Serindi kmnsumen tidak berdaya menghadapi posisi
yang lebih kuat dari para pelaku usaha.

Walaupun demikian, suatu hal yang tidak dapat dikgsngkan adalah banyaknya konsumen
yang kurang peduli akan hak-haknya. Hal ini daghhbad dalam kehidupan sehari-hari, di mana
banyak konsumen yang walaupun telah dirugikan gelaku usaha, tetapi tidak memilki niat
sedikitpun untuk melakukan klaim ataupun melakukmmyatan kepada pelaku usaha. Ini dapat
disebabkan oleh berbagai hal, antara lain malaatataenggannya mereka berperkara di pengadilan,
ketidakberdayaan mereka menghadapi pelaku usahg besar, ataupun mereka tidak mengetahui
bahwa hak-haknya tersebut dilindungi oleh undardgnog.

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-umda adalah adanya kepastian hukum
terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, bemgula dari "benih hidup dalam rahim ibu
sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutubhatara keduanya”. Kepastian hukum itu
meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk metapakan konsumen memperoleh atau
menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasglgnnya serta mempertahankan atau membela
hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha eainy kebutuhan konsumen tersebut.
Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningKetkadaran kemampuan dan kemandiriannya
melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkatkdt dan martabat konsumen dengan
menghindari berbagai ekses negatif pemakaian, peagqm, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
kebutuhannya.

Di samping itu juga ada kemudahan dalam proses ataghan sengketa konsumen yang
timbul karena kerugian harta bendanya, keselamaseiiatan tubuhnya, penggunaan dan/atau
pemanfaatan produk konsumen. Perlu diingat bahielw® adanya undang-undang ini, "konsumen
umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dapa tawar’. Karena itu, sangatlah
dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungirk@man-kepentingan konsumen yang selama
ini terabaikan.

Terdapat tiga pengertian konsumen yang ingin meatap perlindungan, yaitu:

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, penggaméatiiu pemanfaat barang
dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.

2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/aetaamfaatan barang dan/atau jasa untuk
diproduksi (produsen) menjadi barang/jasa lain atduk ~ memperdagangkannya (distributor),
dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sdéengan pelaku usaha.

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atmapfaat barang  dan/atau jasa
konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiry&eja atau rumah tangganya, dan tidak
untuk diperdagangkan kembi.

Konsumen (akhir) inilah yang dengan jelas diatudipgungannya dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen tersebut. Selanjutnya, apaligunakan istilah konsumen dalam undang-
undang, yang dimaksudkan adalah konsumen akhiratngindang ini mendefinisikan konsumen
(pasal 1 angka 2) sebagai beriKisetiap orang pemakai barang dan/atau jasa yangéelia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiriuegba, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan

29 |pid, h. 9.
%0 bid, h. 10.
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tidak untuk diperdagangkan..”

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyaifasribagi konsumen karena kebutuhan
konsumen akan barang dan/atau jasa yang diingidkpat terpenuhi serta semakin terbuka lebar
kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitaanigadan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diadapat mengakibatkan kedudukan pelaku
usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan kmmslberada pada posisi yang lemah.
Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk mpr&euntungan yang sebesar-besarnya oleh
pelaku usaha melaui kiat promosi, cara penjuakaa penerapan perjanjian standar yang merugikan
konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan kezms@adalah tingkat kesadaran konsumen akan
haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkelm @ndahnya pendidikan konsumen. Oleh karena
itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkanjadi landasan hukum yang kuat bagi
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swad#gsyarakat untuk melakukan upaya
pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pkadidionsumen. Upaya pemberdayaan ini
penting karena tidak mudah mengharapkan kesadagkakup usaha yang pada dasarnya prinsip
ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungag gemaksimal mungkin dengan modal
seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial ugétan kepentingan konsumen, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di pgafy upaya pemberdayaan konsumen
melalui pembentukan undang-undang yang dapat melgickepentingan konsumen secara integratif
dan komprehensif serta dapat diterapkan secartifafefasyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dinaksn untuk mematikan usaha para
pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, perlindarigmsumen dapat mendorong iklim berusaha yang
sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang uhndglam menghadapi persaingan melalui
penyediaan barang dan/atau jasa berkualitas.

Di samping itu, Undang-Undang tentang Pelindungandgimen ini dalam pelaksanaannya
tetap memberikan perhatian khusus kepada pelakobausecil dan menengah. Hal itu dilakukan
melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi amggarannya. Undang-Undang tentang
Pelindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengada filosofi pembangunan nasional bahwa
pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukuwgn rygmberikan perlindungan terhadap
konsumen adalah dalam rangka membangun manusiadsidoseutuhnya yang berlandaskan pada
falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu diasgara Pancasila dan konstitusi negara Undang-
Undang Dasar 1945.

Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8Tahun 1999

Untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsuratas produk-produk barang yang
sudah dibeli, sebelum Undang-Undang Perlindungams{men lahir, peraturan perundang-undangan
yang mengaturnya adalah sebagai berikut.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PerdatajatKiUndang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) yang merupakan produk peninggalanapgmn bangsa Belanda, tetapi
telah menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kaguk melindungi konsumen yang
mengalami kerugian atas cacatnya barang yang ajaelMeskipun KUH Per dan KUHD itu
tidak mengenal istilah konsumen, tetapi didalamdiampai istilah "pembeli”, "penyewa”,
"tertanggung”, atau "penumpang”, yang tidak memliadaapakah mereka sebagai konsumen
akhir atau konsumen antara.

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1982 tentang PenetapsatuPan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang BarangerBi#an undang-undang ini
dimaksudkan untuk menguasai dan mengatur barargpapa pun yang diperdagangan di
Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentangl&tdndustri. Peraturan pemerintah ini
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomorah@rir1961. Salah satu tujuan dari
standar industri itu adalah meningkatkan mutu desil iIndustri.
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4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 81/M/K/SK&74 tentang Pengesahan Standar
Cara-cara Analisis dan Syarat-syarat Mutu BahamBak Hasil Industri*

Kemudian, dalam perkembangannya, pada tanggal 20 A@99, Pemerintah Republik
Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan baemgenai perlindungan konsumen dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198&ig Perlindungan Konsumen yang dimuat
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun9.8&8nor 42 dan Tambhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Pdulrgan Konsumen ini berlaku efektif pada
tanggal 20 April 2000, yang merupakan awal pengakperlindungan konsumen dan legitimasi
formal menjadi sarana kekuatan hukum bagi konsudsamtanggung jawab pelaku usaha sebagai
penyedia/pembuat produk bermutu.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen td#fir, pelaksanaannya belum
berjalan dengan mulus, karena adanya pandangariptahebahwa apabila perlindungan konsumen
diterapkan, maka banyak pengusaha yang tidak akampon melaksanakan kegiatan usahanya,
sementara pengusaha menggantungkan hal itu pagakiaebyang dibuat pemerintah. Di satu sisi,
keberpihakan pemerintah kepada pengusaha lebih edepgnkan pada upaya pemulihan dan
penyehatkan ekonomi Indonesia yang sedang tidai,sehsisi lain, pelaku usaha nampaknya tidak
peduli dengan konsumen, meskipun lebih dari satuljansumen mengalami kerugian sebagai akibat
dari cacat produk barang, yang mengakibatkan kenugiateriil, cacat tubuh, bahkan kematian. Selain
itu, kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terhurang mengakibatkan ketergantungan kepada
investor dari negara lain juga menjadi faktor pdmye tidak berjalannya upaya perlindungan
konsumen.

Dalam aktivitas kegiatan usaha, kepentingan-kegatinkonsumen itu lahir karena adanya
peranan konsumen yang telah memberikan sumbangan kepada pengusaha sebagai penyedia dan
produk. Konsumen juga telah memberikan sumbangsarbepada pelaku usaha dari barang-barang
dan jasa yang dibelinya, yang merupakan pihak yaegentukan dalam pemupukan modal yang
diperlukan oleh pengusaha untuk mengembangkan mgahdan pada akhirnya konsumen menjadi
penentu dalam menggerakkan roda perekonomian.

Kegiatan penyediaan produk oleh pengusaha dan peaggan produk oleh konsumen,
dalam berbagai kemungkinan bentuk hukumnya, dikalaroleh subjek hukum pengusaha, baik oleh
swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sl#sjek hukum konsumen. Hubungan hukum
tersebut tentu saja harus diatur oleh peraturannBlang-undangan agar konsumen dapat dilindungi
hak-hak dan kepentingannya.

Sebelum membicarakan Badan Penyelesaian Sengketiten, maka terlebih dahulu akan
disinggung mengenai penyelesaian sengketa konsufegketa konsumen adalah suatu sengketa
yang salah satu pihaknya haruslah konsumen. Undadgng Perlindungan Konsumen mengatur hal
ini dalam pasal 45 bab X. Sengketa konsumen dagpeliedaikan melalui pengadilan ataupun di luar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari pidrakpUnsur-unsur yang terdapat dalam pasal 45
tersebut antara lain: adanya kerugian yang didel#a konsumen; gugatan dilakukan terhadap pelaku
usaha; dilakukan melalui pengadilan.

Pasal 48 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bglemgelesaian sengketa melalui
jalur pengadilan mengacu kepada ketentuan yangakwerldalam peradilan umum dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 45 UU Perlindungansidoen. Selain itu, menurut ayat (1),
penyelesaian sengketa dapat pula dilakukan di jlelar pengadilan. Penyelesaian di luar jalur
pengadilan inilah yang dapat dilakukan dengan mématken Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen sebagaimana bunyi pasal 49 sampai deagah5§8 UU Perlindungan Konsumen.

Namun, menurut penjelasan pasal 45 ayat (2), pesgi@n sengketa di luar pengadilan dapat
pula diselesaikan secara damai oleh mereka yargptgketa. Yang dimaksud dengan cara damai
adalah penyelesaian yang dilakukan kedua belahk gérgpa melalui pengadilan ataupun BPSK.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hbaienghilangkan tanggung jawab pidana

%1 bid, h. 5.
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sebagaimana diatur pasal 45 ayat (3). Hal ini diskédn karena penyelesaikan sengketa di luar
pengadilan adalah bersifat perdata, sehingga ungiagigng mengatur bahwa penyelesaian sengketa
di luar pengadilan tidak menjadi alasan untuk méagbkan tanggung jawab pidana yang diduga

dilakukan oleh pelaku usaha. Upaya ini dilakukatukrmenghindari digunakannya penyelesaiaan

sengketa di luar pengadilan sebagai sarana untuighivelarkan pelaku usaha dari tanggung jawab

pidana. Pasal 62 ayat (3) mengatur bahwa tang@waj pidana harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaku usaha, diperiksa dan diselesaikan menuntitkian pidana yang berlaku.

Sebagai realisasi dari ketentuan pasal 49 ayatU(d)Perlindungan Konsumen dan upaya
untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh halkrhakpabila haknya dilanggar ataupun
dirugikan oleh pelaku usaha, maka pemerintah tefsmnerbitkan beberapa peraturan berupa
Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri Pediiigin dan Perdagangan mengenai Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan PenyeleSaiagketa Konsumen (BPSK) adalah badan
yang dibentuk untuk menangani dan menyelesaikagkeém antara pelaku usaha dan konsumen
(pasal 1 angka 12 berhubungan dengan bab X). BR8ikdn di setiap kabupaten/kota. Oleh karena
itu, untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undeergebut, telah dibentuk BPSK di 10 kota besar
melalui Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 tgrnitambentukan BPSK Pada Pemerintahan Kota
Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Ko&téakarat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota
Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota&dak. Dalam Keppres tersebut juga disebutkan
bahwa biaya pelaksanaan tugas dan operasional Biis#bankan kepada APBN dan APBD.
Pembentukan BPSK di 10 kota ini diharapkan dapiéutilidaerah lainnya atas prakarsa daerah
sendiri. Namun, realisasinya hingga saat ini b@puodes pembentukan BPSK di 8 kota, semuanya di
luar Provinsi DKI Jakarta. Dengan Keputusan Presidersebut Menteri Perindustrian dan
Perdagangan telah mengeluarkan Keputusan MenterindBstrian dan Perdagangan No.
350/MPP/Kep/12/2000 tentang Badan Penyelesaiark8engonsumen.

Selanjutnya juga telah dikeluarkan Keputusan MéRerindustrian dan Perdagangan Nomor:
301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan dan Pamiie&an Anggota dan Sekretariat Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam KeputusateMem telah ditetapkan anggota BPSK
terdiri atas unsur-unsur berikut.

a. Unsur pemerintah, berasal dari wakil instansi yarsng lingkup tugasnya meliputi
bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertarabapgrtanian kehutanan, perhubungan dan
keuangan.

b. Unsur konsumen, berasal dari wakil LPKSM yang tiadalan diakui oleh wali kota

atau bupati atau kepala dinas setempat.
c¢. Unsur pelaku usaha, berasal dari wakil asosiagatinorganisasi pengusaha yang berada
di daerah kota atau di daerah kabupaten setefhpat.

Setiap unsur pemerintah, unsur konsumen dan urdakipusaha berjumlah sedikit-dikitnya
3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) @rdisesuaikan dengan volume dan beban kerja
BPSK. Jumlah anggota BPSK sedikit-dikitnya 9 (sdam)iorang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima
belas) orang, disesuaikan dengan volume dan bedrgm BPSK setempat. Kemudian 1/3 (sepertiga)
dari jumlah anggota BPSK sebagaiman dimaksud dadgat (3) wajib berpengetahuan dan
berpendidikan dibidang hukum.

Tugas dan wewenang BPSK berdasarkan ketentuan @@sameliputi melaksanakan
penanganan dan penyelesaian sengketa konsumerandeaga melalui mediasi atau arbitrase atau
konsiliasi. Pada pasal 1 dari peraturan terselmyatiikan bahwa konsiliasi adalah proses penyefesaia
sengketa konsumen di luar pengadilan dengan pesant8PSK untuk mempertemukan pihak yang
bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada pthak. Penyelesaian secara konsiliasi
dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketagan didampingi oleh majelis yang bertindak
pasif sebagai konsiliatdr.

Oleh karena itu, pemerintah yang baik tidak dataeggganggu pasar jika tatanannya telah

%2 1bid, h. 24.
3 bid, h. 25.
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spontan serta berhasil menciptakan efisiensi yamjarwatau bahkan optimal. Keadaan dan
mekanisme persaingan yang sehat tidak berlangsengras alamiah tidak perlu diintervensi.
Sebaliknya, pemerintah mestinya datang melakuk@ervensi atau preventif dalam pengaturan
yang baik jika pasar tidak berfungsi dengaik atau distortif karena faktor-faktor kekuatan
transaksionalnya tidak seimbang.

3.1 Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Komisi Pengawas Persgan Usaha (KPPU)

Implementasi kebijakan persaingan usabampetition policy yang efektif dibentuk dari
sinergi positif terhadap kewenangan persainganausaftu negara. Efektivitas implementasi tersebut
diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu &gabpersaingan dalam penegakan hukum
persaingan usaha itu sendiri. Negara yang mentilikum persaingan usaha berada dalam kondisi
aktual yang berbeda dalam sistem penegakan huktsaipgan dan kewenangan lembaga persaingan
usahanya. Di Indonesia esensi dari keberadaan UU5SN®ahun 1999 pasti memerlukan suatu
pengawasan dalam rangka implementasinya, dengdakilmeya UU No. 5 Tahun 1999 sebagi
landasan kebijakan persaingan usaha diikuti dengamirinya KPPU guna memastikan dan
melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya keterdalfam UU No. 5 Tahun 1999. Adapun
pengertian KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 1 da@k#l) No. 5 Tahun 1999 adalah: "Komisi
Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang alkbemiuk mengawasi usaha dalam menjalankan
kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopolatanpersaingan usaha tidak sehat”.

Ketentuan Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengaitang status KPPU menentukan:

Q) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ilméntuk Komisi Pengawas
Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

(2) Komisi adalah suatu lembaga independen yarigptes dari pengaruh dan kekuasaan
Pemerintah serta pihak lain.

(3) Komisi bertanggung jawab kepada Presiden.

Sedangkan ketentuan Pasal 31 UU No. 5 Tahun 1999 yeengatur tentang Keanggotaan
KPPU menentukan:

(1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkapgatey seorang Wakil Ketua merangkap
anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orangaag

(2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan olehesiden atas persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima)attan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akgadikekosongan dalam keanggotaan
komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpasmnpai pengangkatan anggota baru.

Menurut Hermansyah, KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat indepeddém
menangani, memutus, atau melakukan penyelidikatu aeakara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak
lain, baik pemerintah maupun pihak lain yang mekinierbagai kepentingan di dalamnya, walaupun
dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya bertajggahgkepada Presiden. KPPU adalah suatu
lembaga quasi judicial yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait den@asus-kasus
persaingan usaha. Berkaitan dengan KPPU terselamdaukunya yang berjudul "Pokok-Pokok
Hukum Persaingan Usaha Di Indonesid&érmansyah mengatakan pada prinsipnya KPPU memiliki
yurisdiksi yang luas dan memilki 4 (empat) tugasma, yaitu:

1. Fungsi hukum: yaitu sebagai satu-satunya institaeg mengawasi implementasi UU No. 5
Tahun 1999.

2. Fungsi administratif: yaitu disebabkan KPPU bertamgyjawab mengadopsi dan
mengimplementasikan peraturan-peraturan pendukung.

3. Fungsi penegah: yaitu karena KPPU menerima kelultemn pelaku usaha, melakukan
investigasi independen, melakukan tanya jawab derggmua pihak yang terlibat, dan
mengambil suatu keputusan.

4. Fungsi polisi: yaitu disebabkan KPPU bertanggunglaverhadap pelaksanaan keputusan
yang diambilnya tersebtit.

% HermansyahQp.Cit.,h. 74.
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Sejalan dengan hal tersebut diatasny Kusumawati mengatakan: "Lembaga (KPPU) yang
akan menjadi penjaga untuk tegaknya peraturanipgesamerupakan syarat mutlak agar peraturan
persaingan dapat lebih operasional. Serta pembkeaenangan khusus kepada suatu komisi untuk
melaksanakan suatu peraturan di bidang persaingamipakan hal yang lazim dilakukan oleh
kebanyakan negara”. Terkait dengan status dan getaen KPPU tersebutanny Kusumawati
mengatakan: "Sudah sewajarnya Komisi Pengawas iRgasaUsaha bersifat independen, terlepas
dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta fahaklalam mengawasi pelaku usaha; dalam hal
ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatadeggan tidak melakukan praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak seffat”.

Untuk memperkuat pelaksaan dan pengaturan terhadapn persaingan usaha di Indonesia
oleh KPPU, kemudian dikeluarkan Keputusan Presi@epublik Indonesia No. 75 Tahun 1999
tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selgajudisebut Keppres No. 75 Tahun 1999).
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan aybBi{2No. 5 Tahun 1999 yang dituangkan kembali
ke dalam ketentuan Pasal 1 Keppres No.75 Tahuni®®9 menentukan status pembentukan KPPU,
yaitu:

Q) Dengan Keputusan Presiden ini dibentuk Komemdawas Persaingan Usaha yang
selanjutnya disebut dengan Komisi.

2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) naarplembaga non struktural yang
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintahpseak lain.

Tujuan dari dibentuknya KPPU berdasarkan ketenResal 2 Keppres No. 75 Tahun 1999
adalah "Tujuan pembentukan Komisi adalah untuk raemagi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999".
KPPU ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Repuhtiddnesia dan apabila diperlukan KPPU dapat
membuka kantor perwakilan di propinsi yang didasargada Pasal 3 Keppres No. 75 Tahun 1999.
Fungsi dari KPPU berdasarkan ketentuan Pasal 5riée\n. 75 Tahun 1999 adalah:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnyauisétPU) diatur lebih lanjut dalam UU
No. 5 Tahun 1999 terutama dalam ketentuan Pass&ud@ai dengan Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999.
Di mana terdapat lima bagian utama, yaitu bagiatap® mengatur tentang status; bagian kedua
mengatur tentang keanggotaan; bagian ketiga mengattang tugas; bagian keempat mengatur
tentang wewenang; dan bagian kelima adalah teqamipiayaan. KPPU memiliki tugas seperti telah
ditentukan oleh pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 daalRaKeppres No. 75 Tahun 1999 yaitu:

Tugas Komisi meliputi:

a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapeahgakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehagaet@na diatur dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 16;

b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan tetdakan pelaku usaha yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan afmrsaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengahZdas

c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adpeypgalahgunaan posisi dominan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli d&u persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengah2Bas

d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Konbisigggmana diatur dalam Pasal 36;

e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijBkaerintah yang berkaitan dengan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidzdt;se

f.  menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkd#tagan Undang-undang ini;

g. memberikan laporan secara berkala atas hasil lkayjaisi kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Selain menjalankan tugasnya tersebut di atas, KRRJa memiliki wewenang dalam
melaksanakan tugasnya seperti yang telah diatdaldim ketentuan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999
yaitu:

Wewenang Komisi meliputi:

% Lanny KusumawatiQp.Cit.,h. 151.
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a. menerima laporan dari masyarakat dan atau darkpelsaha tentang dugaan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidzdt;se

b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegistaha dan atau tindakan pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek momajaol atau persaingan usaha tidak sehat;

c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan tephkdsus dugaan praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporledmmasyarakat atau oleh pelaku usaha
atau yang ditentukan oleh Komisi sebagai hasil plamielitiannya;

d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemerik¢aatang ada atau tidak adanya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melaki@anggaran terhadap ketentuan
undang-undang ini;

f.  memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, @taps orang yang dianggap mengetahui
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelagaha, saksi, saksi ahli, atau setiap
orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf fj yiglak bersedia memenuhi panggilan
Komisi.

h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dakanannya dengan penyelidikan dan atau
pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggatkan undang-undang ini;

i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, o@ky atau alat bukti lain guna
penyelidikan dan atau pemeriksaan;

j-  memutuskan ada atau tidak adanya kerugian di gibkku usaha lain atau masyarakat;

k. memberikan putusan Komisi kepada pelaku usaha g@hmga melakukan praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat;

I.  menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratjaka pelaku usaha yang melanggar
ketentuan Undang-undang ini.

MenurutMustafa Kamal Rokan, secara garis besar kewenangan KPPU dibagi meahjedi
macam, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif.

1. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepg&d@PU melalui penelitian. KPPU
berwenang melakukan penelitian terhadap pasarateegidan posisi dominan. KPPU juga
berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkanl pesiyelidikan dan atau pemeriksaan,
memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadidaksi-saksi, meminta bantuan
penyelidik, meminta keterangan dari instansi Pemtedni mendapatkan dan meneliti dokumen
dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkatg ssnjatuhkan sanksi administratif.

2. Wewenang pasif berupa menerima laporan dari masyaedau dari pelaku usaha tentang
dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau pegsaimisaha tidak seht.

KPPU adalah lembaga publik, penegak, dan pengaelakganaan UU No. 5 Tahun 1999,
serta wasit yang independen dalam rangka menykéssgierkara-perkara yang berkaitan dengan
larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sBledtl adanya suatu penekanan bahwa melalui
wewenang pengawasan yang dimilikinya, KPPU dihaaapllapat menjaga dan mendorong agar
sistem ekonomi pasar lebih efisiensi produksi, koms, dan alokasi sehingga pada akhirnya
meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian nBgamablik Indonesid’

% Mustafa Kamal RokarQp.Cit.,h. 267.
3" HermansyahQp.Cit.,h. 75.
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PENUTUP

Kesimpulan
Dari awal proses pembuatan skripsi ini mulai dengamaparan latar belakang, analisis
rumusan masalah yang ada dapat ditarik beberapagdan sebagai berikut:

1. Setelah menganalisis contoh kasus yang terjadit diigstakan bahwa tindakan persaingan bisnis
para pelaku usaha sepeda motor tersebut termasar ¢tategori persaingan usaha yang tidak
sehat,karena di dalam proses pemasaran barangdidiak iklim usaha yang sehat, efektif, dan
efisien sehingga menimbulkan adanya pemusatan teekekonomi pada beberapa pelaku usaha
saja.

2. Selain hal tersebut di atas, tindakan persaingsmisbiyang tidak sehat tersebut di atas tentu saja
berdampak pada masyarakat Indonesia yang menjatiuken secara langsung konsumen
dirugikan, dalam hal ini peranan KPPU sangat diugan sebagai kontrol terhadap para pelaku
usaha.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atad degganpaikan saran sebagai berikut:

1. UU No. 5 Tahun 1999 juga kurang relevan dengardisi persaingan usaha yang ada di Negara

Indonesia saat ini, dimana persaingan usaha tedahasuki globalisasi ekonomi yang terus berubah,

dan juga dinamis. Para pelaku usaha tentunya meimkan adanya suasana atau iklim persaingan

usaha yang sehat dan juga kondusif. KPPU seharusays lebih aktif dan bekerja keras dalam

mengungkap beberapa pelanggaran kasus praktek oiodap persaingan usaha yang tidak sehat di

Negara Republik Indonesia ini.

2. UU No. 8 Tahun 1999 juga kurang relevan dengamisi perekonomian yang semakin maju pesat

dan dinamis di Negara Indonesia saat ini, dimananijliga kurang efektif dan kurang membuat jera

para pelaku usaha yang telah melakukan banyak guglean terhadap konsumen yang ada di

Indonesia ini. Pemerintah Indonesia seharusnya gaggera merevisi UU ini dengan memberikan

sanksi pidana yang tegas dan juga sanksi admsiistemg sesuai dengan perkembangan zaman

terhadap para pelaku usaha yang melanggar UU éenliyian Konsumen.
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